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Adistrya F.N.W Baramuli ( B 111 08 917). Analisis Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Berat di Kabupaten Pinrang (STUDI KASUS 
PENGANIAYAAN BERAT TAHUN 2010-2014). Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Andi Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., 
M.H., selaku Pembimbing II. 
 
 Alasan penulis memilih perkara tindak pidana penganiayaan berat 
sebagai objek permasalahan didalam melakukan penelitian, karena 
masalah perkara tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di 
Kabupaten Pinrang Relatif tinggi. Sehubungan dengan tingginya jumlah 
perkara yang terjadi telah membawa berbagai dampak sosial yang bersifat 
negatif dalam masyarakat Kabupaten Pinrang. Terganggunya stabilitas 
ketertiban dan keamanan dalam hubungan sosial masyarakat merupakan 
salah satu dampak dominan yang sering ditemukan atau dijumpai dalam 
keseharian kita. Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini yaitu 
bahwa frekuensi dan kuantitas perkara yang terjadi dari tahun ke tahun 
relatif mengalami peningkatan sementara pola-pola pencegahan dan 
penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat terkait khusunya aparat 
penegak hukum belum memberikan suatu kontribusi maksimal dalam 
menciptakan situasi Kamtibmas yang stabil dan dinamis dalam kehidupan 
sosial masyarakat Kabupaten Pinrang. 
 Dalam melakukan penelitiandan pengkajian terhadap objek, penulis 
menggabungkan metode pendekatan normative, pendekatan sosiologis, 
dan pendekatan psikologis, dalam menganalisis perkara yang terjadi. 
Alasan penggabungan metode pendekatan tersebut diatas, dimaksudkan 
guna mendapatkan suatu tingkat sinkronisasi hukum yang memadai, 
sehingga dalam penelitian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan 
berat di Kabupaten Pinrang dan dari hasil identifikasi nantinya diharapkan 
dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menciptakan suatu pola 
pencegahan dan penanggulangan yang dapat menghasilkan tingkat 
produktivitas pencegahan dan penanggulangan yang lebih maksimal dari 
pada pola-pola yang telah ada sebelumnya. 
 Berkaitan dengan hal diatas, tujuan akhir yang hendak dicapai  
yaitu diharapkan dengan adanya pola-pola baru dalam melakukan 
pencegahan dan penanggulangan terhadap perkara yang terjadi, tingkat 
frekuensi dan kuantitas terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan 
khususnya tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang dapat 
diminimalisir, sehingga tercipta masyrakat yang tertib dan sadar hukum 
sebagai sarana penunjang terhadap kelancaran pelaksanaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Di dalam setiap lingkungan masyarakat senantiasa terdapat orang-
orang yang dianggap melakukan perbuatan atau perilaku tercela.  Hal itu 
disebabkan, oleh karena tidak mungkin semua kebutuhan dasar manusia 
dapat terpenuhi oleh hasil karya, cipta dan rasa secara layak dan wajar 
dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga menimbulkan pola perilaku 
tertentu dari individu atau kelompok yang dianggap bertentangan dengan 
perilaku orang banyak.  Dan dianggap sebagai suatu fenomena dalam 
kehidupan masyarakat, tentang terjadinya pola perilaku menyimpang yaitu 
terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang disertai dengan kekerasan 
secara khusus. 
       Dewasa ini, perkembangan dan kemajuan teknologi modern telah 
memberikan berbagai dampak positif, namun pada sisi lain tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdapat pula berbagai dampak negatif yang timbul 
didalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan 
dan kemajuan tekhnologi itu sendiri.  Hal tersebut dapat dibuktikan dimana 
pada zaman modern ini taraf kehidupan masyarakat semakin meningkat, 
namun disisi lain terjadinya tindak kriminal juga semakin meningkat baik 
dari segi intensitas dan kualitasnya. 
       Kejahatan sebagai suatu gejala sosial khusunya kejahatan dengan 
kekerasan merupakan masalah abadi dalam kehidupan ummat manusia, 
karena ia berkembang seiring dengan perkembangan tingkat peradaban 
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umat manusia.  Oleh karena itu kejahatan khususnya kejahatan dengan 
kekerasan senantiasa akan dihadapi oleh masyarakat dan tidak mungkin 
dapat dihapuskan sampai tuntas, jadi usaha yang dilakukan oleh manusia 
dalam menghadapi terjadinya kejahatan bersifat penanggulangan yang 
berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan 
frekuensi terjadinya kejahatan.  
       Berkaitan dengan masalah kejahatan dengan kekerasan, seperti 
penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penculikan, 
pengeroyokan, demonstrasi, dan lain sebagainya, pada era globalisasi 
dewasa ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas semakin meningkat 
baik ditinjau dari segi intensitas maupun frekuensinya.  Hal tersebut 
memberikan suatu gambaran bahwa taraf kesadaran hukum dari warga 
masyarakat masih relatif rendah. hal ini disebabkan karena kebutuhan-
kebutuhan pokok (dasar) manusia seperti kebutuhan sandang, papan, 
pangan, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta 
benda, kebutuhan akan kesempatan untuk pengembangan potensi 
masing-masing individu serta kebutuhan-kebutuhan lainnya belum dapat 
terpenuhi secara layak dan wajar. 
       Sehubungan dengan uraian di atas, sebagaimana halnya yang terjadi 
pada daerah-daerah lain di Indonesia, kejahatan kekerasan yang terjadi di 
daerah Kabupaten Pinrang relatif meningkat, hal itu dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya jumlah tindak kejahatan kekerasan yang terjadi dari 
tahun ke tahun (isi data tahun 2007-2014, misl 2007 terdapat 202 kasus, 
2014 terdapat 300 kasus).  Oleh karena itu untuk mencegah dan 
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mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan khusunya 
tindak pidana penganiayaan, selaku warga masyarakat sudah merupakan 
kewajiban bagi setiap individu untuk melakukan penanggulangan dengan 
cara meningkatkan kesadaran hukum yang dimulai dari diri pribadi setiap 
warga masyarakat, dan ditindak lanjuti dengan menjalin kerjasama secara 
terpadu antara pihak pemerintah (khusunya aparat penegak hukum) 
dengan masyarakat umum, sehingga adanya upaya penanggulangan 
yang dilakukan tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas terjadinya 
tindak pidana ini, dapat diminimalisir sehingga situasi kamtibmas dapat 
berjalan stabil dan normal guna mendukung terlaksananya pembangunan 
nasional. 
       Tingkat kerawanan terjadinya tindak pidana di Kabupaten Pinrang 
memiliki peluang yang sangat tinggi utamanya tindak pidana yang disertai 
dengan kekerasan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling 
berpengaruh satu sama lain, seperti faktor geografis, demografis, sosial, 
ekonomi dan tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat yang relatif 
masih rendah. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang  
penyebab terjadinya tindak pidana yang disertai dengan kekerasan di 
Kabupaten Pinrang dengan pokok masalah tindak pidana penganiayaan 
berat serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya.  
       Tindak pidana penganiayaan berat sebagai suatu bentuk kejahatan 
dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Buku II, Bab XX Pasal 351 
sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(Selanjutnya disingkat KUHPidana), merupakan perbuatan yang 
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bertentangan dengan hukum, adat istiadat, agama serta nilai-nilai 
kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Pada prinsipnya bahwa setiap 
tindak kejahatan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat, tidak diharapkan terjadi oleh setiap 
warga masyarakat. 
       Terjadinya berbagai tindak pidana khusunya tindak pidana 
penganiayaan berat dalam kehidupan bermasyarakat, membawa berbagai 
dampak negatif atau pengaruh yang sangat besar karena menimbulkan 
berbagai akibat yang mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban dan 
ketentraman didalam masyarakat.  Pada umumnya bahwa setiap tindak 
pidana yang terjadi akan membawa dampak negatif baik, secara langsung 
terhadap korban maupun secara tidak langsung terhadap masyarakat 
disekitarnya. Akibat secara langsung terhadap korban yaitu akan 
mengakibatkan kerugian material (harta benda), serta sewaktu-waktu 
keselamatan jiwanya akan terancam, sedangkan akibat secara tidak 
langsung terhadap masyarakat disekitarnya yaitu akan menjadi beban 
psikologis karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban.  
       Alasan lain yang mendasari Penulis memilih judul “Analisis 
Kriminologis Atas Kejahatan Penganiayaan Berat di Kabupaten 
Pinrang“ karena pada era reformasi dewasa ini khususnya dalam 
reformasi dibidang hukum telah melahirkan berbagai produk hukum yang 
menyebabkan tejadinya perubahan-perubahan fundamental terhadap 
peraturan hukum yang telah ada sebelumnya.  Dengan adanya perubahan 
hukum yang fundamental tersebut, diperlukan peran aktif bagi setiap 
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warga negara untuk melakukan sosialisasi agar setiap warga masyarakat 
dapat mengetahui dan memahaminya. 
       Sebagai contoh perubahan fundamental yang dimaksud penulis yaitu 
bahwa pasal-pasal dalam KUHPidana yang mengatur tentang tindak 
pidana penganiayaan, dewasa ini tidak lagi berlaku umum karena telah 
ada peraturan perundang-perundangan yang mengatur secara khusus 
terhadap tindak pidana penganiayaan tertentu sebagaimana yang diatur 
sebelumnya dalam KUHPidana.  Peraturan perundang-undangan khusus 
dimaksud antara lain seperti Undang-undang (Selanjutnya di singkat UU) 
RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU RI Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 23 tahun 2010 Tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
 
B.   Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka 
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang ? 
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap 





C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian Yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
terjadinya tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten 
Pinrang. 
2. Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman mengenai upaya 
pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap tindak pidana 
penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang. 
Kegunaan Penelitian Yaitu : 
1.   Kegunaan Teoritis 
Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana 
terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan 
berat di Kabupaten Pinrang. 
2.   Kegunaan Praktis  
Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi pemerintah dari masyarakat khususnya aparat 
penegak hukum dalam rangka melakukan pencegahan dan 
penanggulangan hukum terhadap terjadinya tindak pidana 








A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
       Menurut A.Zainal Abidin Farid (1981:144) bahwa:  
Istilah tindak pidana delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum   
atau  delicta, yang didalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
strafbaarfeit.  Dari segi harfiah istilah strafbaarfeit terdiri atas kata 
Straf : Hukum, Baar : dapat (boleh) dan feit : peristiwa (perbuatan).  
Jadi istilah strafbaarfeit berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat 
dihukum atau perbuatan yang dapat dipidana.  
       Para ahli hukum pidana Indonesia, memberikan pengertian yang 
berbeda-beda dalam memberikan pengertian istilah strafbaarfeit.  Hal ini 
disebabkan karena para ahli hukum mempunyai sudut pandang yang 
berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang disesuaikan dengan 
sudut pandangnya masing-masing.  Hal ini disebabkan karena istilah 
strafbaarfeit yang diterjemahkan dari Wetboek Van Strafrecht ke dalam 
bahasa Indonesia belum diberikan suatu penjelasan resmi mengenai arti 
dari strafbaarfeit tersebut.   
       Lebih lanjut menurut A.Zainal Abidin Farid (1981:144) bahwa : 
Istilah-istilah lain yang sering ditemukan dalam literatur-literatur 
hukum  pidana Indonesia yang menjelaskan arti strafbaarfeit antara 
lain diartikan sebagai peristiwa pidana, pelanggaran pidana, 
pebuatan melawan hukum, delik, tindak pidana, dan lain sebagainya 
       Selanjutnya  A.Zainal Abidin Farid ( 1981 : 144 ) mengemukakan 
bahwa: 
Para pengarang di Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk      
strafbaarfeit.  Misalnya E.Ultrecht menggunakan istilah peristiwa 
pidana, Prof. Mr. Satochid Kartaganegara menggunakan istilah 
delicht dan Prof. Mr. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 
pidana dan pembuat Undang-undang di Indonesia sekarang 
menggunakan istilah tindak pidana. 
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       Meskipun istilah yang dipergunakan oleh ahli hukum pidana Indonesia  
berbeda-beda dalam menerjemahkan arti strabaarfeit, namun pada 
prinsipnya tidak terdapat perbedaan makna dalam pengertian dan maksud 
yang di kandungnya.   
       Demikian pula menurut Moeljatno (1985:7) mengemukakan bahwa :  
Istilah-istilah tadi memang sudah lama dikenal dalam bahasa kita 
dan tak ada keraguan mengenai artinya, sebab bukan suatu 
keganjilan bahwa untuk suatu pengertian ada dua istilah atau lebih 
yang digunakan, meskipun biasanya antara yang satu dengan yang 
lainnya ada perbedaan makna, walaupun hanya sangat kecil. 
        Lanjut A.Zainal Abidin Farid (1981:145) mengemukakan bahwa : 
     Lebih baik dipakai saja kata delict yang berasal dari bahasa Latin           
delictum dan delicta karena : 
1. Bersifat Universal, semua orang di dunia mengenalnya 
2. Bersifat ekonomis karena singkat 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristwa pidana, perbuatan  
pidana bukan peristiwa, perbuatan yang pidana tapi perbuatannya. 
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh Koperasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut 
hukum pidana ekonomi di Indonesia. 
 
  Moeljatno (1993:54) menggunakan istilah perbuatan pidana yang 
dirumuskan sebagai berikut “perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan   hukum larangan mana disertai oleh ancaman 
sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan itu.” 
      Selanjutnya  Moeljatno (1993:54) mengemukakan pula bahwa :  
Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini 
adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau melawan 
hukum.  Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam 
arti bertentangan dengan norma atau menghambat akan 
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 
dan adil. 
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       Rusli Effendy (1989:52) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan 
merumuskan sebagai berikut : 
Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan 
pidana hukum pidana.  Sebabnya saya memakai kata hukum pidana 
ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak 
tertulis (hukum pidana adat). 
       E.Ultercht (1994:252) memberikan batasan pengertian strafbaarfeit  
dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu “suatu peristiwa 
hukum (rechtsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa 
akibat yang diatur oleh hukum”.   
       VOS (E.Ultecht , 1994:252) memberikan batasan pengertian 
strafbaarfeit yaitu “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan 
perundang-undangan diberikan hukuman”. 
       Sedangkan oleh POMPE (E. Ultrecht, 1994:252) memberikan batasan 
strafbaarfeit yaitu “suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) 
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi 
hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum”.  
       Selanjutnya oleh VAN HATTUM (E.Ultrecht, 1994:252) memberikan 
batasan pengertian strafbaarfeit yaitu “suatu peristiwa yang menyebabkan 
hal seseorang (pembuat) mendapatkan hukuman atau dapat dihukum”. 
       SIMON  (P.A.F Lamintang, 1990:176) merumuskan pengertian yang 
dimaksud dengan strafbaarfeit adalah : 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah disesuaikan dengan 
sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum 
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       A.Zainal Abidin Farid ( 1981 : 148 ) mengemukakan terdapat dua 
aliran dalam mengartikan strafbaarfeit yaitu : 
1) Aliran Monoisme ( Klasik ) 
Pandangan aliran monoisme terhadap tindak pidana yaitu 
menyatukan unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawabkan 
pidana.  Aliran ini berpandangan bahwa jika terdapat tindak pidana 
maka di situ ada orang yang harus dipidana.  Jadi semua unsur 
tindak pidana sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana.   
Aliran monoisme mempertegas bahwa apabila salah satu tindak 
pidana tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana. 
     Menurut aliran Monoisme bahwa unsur-unsur dari yaitu: 
a. Mencocoki rumusan tindak pidana; 
b.  Ada sifat melawan hukum dan tidak ada alasan 
pembenenaran; 
c. Ada kesalahan yang terdiri atas dolus dan culpa serta tidak 
ada alasan    pemaaf; 
d. Perbuatannya dapat dipertanggungjwabkan. 
2) Aliran Dualisme (Modern) 
 Pandangan aliran dualisme terhadap tindak pidana berbeda 
dengan pandangan dari aliran monoisme dimana bahwa aliran ini 
menegaskan pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana secara 
terpisah (tersendiri), yaitu sebagai berikut : 
a. Unsur tindak pidana yang masuk perbuatan, yaitu : 
1. Mencocoki rumusan tindak pidana; 
2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran). 
b. Unsur tindak pidana yang dimaksud pembuat, yaitu : 
1. Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan colpa); 
2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf). 
 
       Maksud dari pemisahan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas 
adalah untuk mensistimatisir tentang syarat-syarat pemindahan agar 
dapat memudahkan mengetahui, unsur-unsur tindak pidana yang telah 
terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana yang belum terpenuhi.  Meskipun 
dari kedua aliran tersebut di atas memiliki perbedaan pandangan terhadap 
tindak pidana, akan tetapi pada prinsipnya keduanya memandang bahwa 
dalam tindak pidana (strafbaarfeit), terdapat adanya sifat melawan 
hukumnya perbuatan (wederrechttelijkhei ), yang merupakan unsur dari 
strafbaarfeit. 
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       Berdasarkan pengertian melawan hukum (tindak pidana) tersebut di 
atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum pada suatu 
segi berarti bertentangan dengan hukum (undang-undang), dan dilain segi 
berarti bertentangan dengan nilai kepatutan didalam masyarakat.  Oleh 
karena itu untuk dapat mengetahui apakah sesuatu perbuatan dapat 
dikatakan melawan hukum atau tidak, maka pertama yang harus dilihat 
adalah rumusan Undang-undangnya kemudian dihubungkan dengan 
kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat dimana perbuatan itu terjadi.  
       Selain itu pengertian tindak pidana tersebut di atas, oleh ahli hukum 
pidana yang lain memberikan pengertian yaitu : 
       A.Ridwan Halim (1988:27) merumuskan delik adalah “sesuatu 
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman 
oleh Undang-undang (pidana)”. 
       R.Tresna (1959:27) menggunakan istilah peristiwa pidana yang 
dirumuskan sebagai berikut “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 
atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-
undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan penghukuman”.  
       Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu pebuatan melawan hukum, 
dimana perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada alasan 




B. Pengertian Krimonologi, Kejahatan, dan Penjahat 
1. Krimonologi 
       Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. 
Menurut Sutherland (W.M.E. Noach, 1992; 81) Kriminolog Amerika, Ruang 
lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian : 
1. Sociology of Low (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah 
kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum; 
2. Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab 
daripada kejahatan;  
3. Penologi: ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau 
berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan 
dengan "control of crime". 
 
       Dalam cabang ilmu kriminologi, bentuk-bentuk gejala kejahatan di kaji 
lebih lanjut dan lebih terperinci di bagi kedalam beberapa pembagian 
menurut W.A.Bonger, (1982 : 82) : 
a. Perbuatan 
Pembagian menurut perbuatan dapat di bagi 2, bilamana dilihat 
pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai 
hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Menurut cara melakukan; 
sebagai suatu kemungkinan pembagian : 
1.  Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban 
dapat mengemati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa 
mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu 
sebagai tindak pidana atau tidak (Misalnya: Penganiayaan, 
Penghinaan, Perampokan dll). Sebaliknya, perbuatan itu 
dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat 
perbuatan, pelaku atau kedua-duanya pada waktu hal itu 
dilakukan (Misalnya: Penggelapan, Penahanan, Pemalsuan atau 
peracunan dll).  
2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana 
bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia, dsb) 
atau tanpa yang disebut tadi. 
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara 
memaksa atau secara biasa.  
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Menurut benda-benda hukum yang menderita: pada pokoknya hal 
ini dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama 
dalam Buku II. Juga di dalam kriminologi dikenal selama ini pembagian 
sedemikian, dimana dibedakan : Tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, 
politik dan tindak pidana lain. 
b. Pelaku 
Pelaku di sini terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif 
si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku.  
Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang 
mendalam terhadap sipelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif 
perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak 
keluar. Kesulitan karena penelitian yang demikian. Meskipun demikian, 
dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, di mana 
tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa 
klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini menurut W.A.Bonger, 
(1982 : 82): 
Ajaran Tipe dari Lombroso, Lombroso membedakan: 
a. Dilahirkan sebagai penjahat, Orang-orang ini memiliki ciri-ciri 
fisik (Stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistis 
(tentang dilahirkan sebagai penjahat); 
b. Penjahat sinting, terhisab dalam kelompok ini: para idiot, 
imbesil, penderita melankolok, penderita paralise umum, 
epilepsi, histeria, demensia;pelegra, juga para alkoholik; 
c. Penjahat karena hawa nafsu; 
d. Penjahat karena kesempatan; 
e. Kriminoloid, mereka ini merupakan bentuk peralihan antara 
yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. 
Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja 
pengaruh yang jelek.  
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       Lamroso berpangkal tolak dari tiga kriteria yang sama sekali berbeda: 
yang bersifat fisik (yang dilahirkan sebagai penjahat), yang bersifat Psikis 
(penjahat yang sinting dan penjahat karena hawa nafsu) dan karena 
lingkungan (penjahat karena kesempatan).  
      Berdasarkan pandangan antropologi, Lamroso mengadakan 
penyelidikan mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah 
penjara dan terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari 
penyidikannya ialah, bahwa para penjahat dipandang dari sudut 
antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya umpamanya 
isinya kurang (dari pencuri) daripada orang lain, terdapat kelainan-
kelainan pada tengkoraknya. Juga dalam otaknya terdapat keganjilan, 
yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biarpun tidak dapat 
ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus. Roman 
mukanya juga lain daripada orang biasa; tulang dahi yang melengkung 
kebelakang (apa yang disebut front fuyant) dll, dikatakan terdapat 
padanya. Juga kurang perasaannya dan suka akan tatouage seperti 
halnya pada orang yang masih sederhana peradabannya juga banyak 
terdapat pada penjahat. Kesimpulannya ialah penjahat umumnya 
dipandang dari sudut antropologi merupakan suatu jenis manusia 
tersendiri (genus homo delinquens) seperti halnya sengan bangsa negro. 
Mereka dilahirkan demikian, mereka tidak mempunyai pre-disposisi untuk 
kejahatan, tetapi suatu presdistinasi, dan tidak ada pengaruh lingkungan 
yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir ini juga dapat dikenal dari 
adanya sigmata-sigmata lahir, jadi terdapat suatu tipe penjahat yang 
dapat dikenal.  
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2. Penggolongan menurut Garofalo: 
a. Para pembunuh berencana; 
b. Para penjahat agresif; 
c. Para penjahat karena kekurangan kejujuran; 
d. Para penjahat hawa nafsu atau kesetanan. 
Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan 
berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili 
dapat ditemukan tindakan refresif yang tepat.  
3. Penggolongan menurut Aschaffenburg: 
a. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan 
karena kealpaan; 
b. Para penjahat karena suasana perasaan: mereka tiba-tiba 
berbuat karena pengaruh perasaan; 
c. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena 
kebetulan dan kesempatan; 
d. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau 
melakukan persiapan; 
e. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa 
mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau 
tidak; 
f. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur melakukan 
kejahatan, terutama karna sifatnya yang fositif atau karena 
sudah tumpul perasaannya; 
g. Para penjahat profesional: mereka ini dengan teratur melakukan 
kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang di tujukan para 
pelku kejahatan. 
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4. Penggolongan menurut Abrahamsen: 
a. Para pelaku seketika: 
1. Karena suatu situasi tertentu; 
2. Karena kebetulan; 
3. Karena pengaruh orang lain; 
b. Para penjahat kronis: 
1.  Karena penyimpangan organis atau fungsional dari jasmani 
atau rohani; 
2.  Para “Pelaku seketika” yang kronis; 
3.  Neurotisi dan mereka yang berbuat karena paksaan psikis; 
4.  Para pelaku dengan sifat neurotis; 
5. Para pelaku dengan perkembangan yang buruk dari insan 
kamilnya (super ego). 
5. Penggolongan menurut Gruhle 
a. Para pelaku karena kecenderungan (bukan kerena pembawaan); 
1. Yang Aktif: mereka yang mau melakukan suatu kejahatan; 
2. Yang Pasif: mereka yang tidak berkeberatan melakukan 
suatu delik, tanpa perlu menghendakinya dibandingkan 
dengan kelompok yang aktif.  
b. Para pelaku karena kelemahan; 
c. Para pelaku kejahatan karena hawa nafsu; 
d. Para pelaku karena kehormatan atau keyakinan.  
Menurut Capelli, penggolongan kejahatan itu terjadi karena: 
1. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku: 
17 
a. Orang-orang sinting dan 
b. Bukan Orang-orang sinting yang psikisabnormal. 
2. Faktor-faktor organis dengan para pelaku: 
a. Orang-orang yang menderita gangguan organis yang 
menimpa mereka pada usia lanjut dan beberapa macam 
orang invalid atau orang cacad dan  
b. Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir 
atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau 
penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang 
buta). 
3. Faktor-faktror sosial dengan para pelaku: 
a. Para pelaku karena kebiasaan; 
b. Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi 
atau fisik); 
c. Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan 
pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar 
atau suatu seri kejahatan kecil; 
d. Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau 
menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses 
pengadilan.  
       Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan 
dilakukan akibat dari ciri watak sipelaku (Disposisinya) atau dari suatu 
kejadian psikis, langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan 
itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu, pembagian ini, secara ketat, 
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tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. Selanjutnya Seelig dan Weindler 
W.A (1982 : 82)  berpendapat bahwa para penjahat biologis (mereka yang 
berciri fisik dan psikis) merupakan “sekelompok manusia heterogen yang 
beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis”. 
       Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut: 
1. Penjahat profesional yang malas berkerja, mereka terus 
melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang 
normal. Kemalasan mereka berkerja sangat menonjol dan cara 
hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para 
penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta 
penjahat-penjahat kecil yang malas berkerja (para pengembara 
jalanan, para gelandangan dan pelacur);  
2.  Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka 
yang lemah, lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam 
masyarakat, bekerja secara normal, dan acap kali pekerja yang 
cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, 
juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.  
Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya 
dari pekerjaan: pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah 
tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan para 
pegawai, perbuatan curang pada pekerjaan paramedis dan pada 
akhirnya, terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-
barang yang ditemukan sebagai pemiliknya sendiri; 
3. Para penjahat karena nafsu agresi, mereka mudah tersinggung 
sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan 
secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, 
penodaan nama).  
4. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual, 
termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya 
langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh karena 
mereka tidak mampu menguasai diri mereka.  
5. Para penjahat karena krisis, mereka ini melihat kejahatan sebagai 
suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan 
karena: 
   a.  Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan   
ketidaktenangan psikis atau ketegangan, 
b.  Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama 
di bidang ekonomi dan percintaan. 
c. Perbuatan sendiri.  
6.  Para penjahat rektif-primitif, tipe ini berasal dari pendapat psikiater 
kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak 
dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri; 
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Untuk suatu pembagian kriminologi. Reaksi primitif itu penting, 
oleh karena hal itu melanggar hak atau melanggar kepentingan 
pihak ketiga. Sebagai contoh Seelig menyebutkan antara lain: 
a. Penjahat karena suatu kerinduan (Pembakaran, perbuatan 
agresif terhadap majikan atau atasan); 
b. Seorang ibu, karena pengaruh perasaan selama dan segera 
sesudah melahirkan bayinya, membunuh bayi itu; 
c. Wanita yang mencuri ditoko atau di perusahaan; 
d. Mereka yang membunuh atau yang menganiaya berat tanpa 
dapat dicegah, dalam suatu pembalasan buta terhadap korban 
yang tidak dikenal.  
7. Penjahat Karena keyakinan, orang-orang ini yakin bahwa 
perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban, mereka yang 
karena keyakinannya menolong seseorang untuk mati atas 
permintaan dari yang bersangkutan atau atas permintaan dari 
relasi yang terdekat dari yang bersangkutan, karena penyakit 
yang tidak tersembuhkan dan penderitaan yang tidak terpikul. 
8.  Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup, mereka ini 
tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingkan 
kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak 
diancam dengan pidana atau yang dicela; 
9.  Bentuk-bentuk campuran, di samping 8 tipe murni tersebut diatas,  
ada bentuk-bentuk campuran dan yang terpenting di antaranya 
ialah: 
a. Penjahat Profesional yang malas bekerja (Kelompok 1), yang 
sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara 
seksual (kelompok 4). 
b. Penjahat profesional yang malas bekerja (Kelompok 3) 
 
6. Kejahatan 
       Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak 
baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan 
kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau 
perbuatan yang jahat.  Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu 
perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. 
Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan 
tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat (W.M.E. Noach, 1992; 
120). 
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       Menurut Wirjono Projodikoro (W.A. Gerungan, 2010 : 211) Kejahatan 
adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari 
hukum pidana.  
       Menurut Richard Quinney (W.M.E. Noach, 1992; 80) 
Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) 
adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang 
berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau 
kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh 
warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. 
 
       Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk 
membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum 
merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan 
kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan.  
       Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono (W.A. Gerungan, 2010 : 21), 
kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran 




       Menurut kriminolog kejahatan merupakan orang yang telah 
diputuskan oleh pengadilan melanggar perundang-undangan. Atau untuk 
keperluan ilmu pengetahuan walaupun belum diputuskan oleh pengadilan 
telah nyata melakukan kejahatan. M. Elliot menambahkan ciri khas 




Tipe Penjahat yaitu (W.M.E. Noach:1992) : 
a.      Born criminal yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat seluruhnya 
b.      Insane criminal, yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idiot, 
kedunguan, paranoia, dementia, alkoholisme, epilepsi, histeria dan 
kelumpuhan 
c.      Criminaloid merupakan golongan terbesar dari penjahat, dan terdiri 
atas orang-orang yang tidak mempunyai ciri-ciri badaniah yang khas, 
akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian 
rupa, sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan 
yang kejam dan jahat. 
 
       Di dalam cabang Ilmu Sosiologi Hukum di kenal beberapa teori 
mengenai bentuk gejala kejahatan di antaranya sebagai berikut (W.M.E. 
Noach:1992) : 
a. Teori Labeling (Micholowsky) 
Premis-premis teori Labeling sebagai berikut :  
1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah 
laku seseorang.  
2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai 
penjahat.  
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan 
orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat. 
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi 
dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai 
hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar 
individu dan kelompok.  
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang 
dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang 
disandangnya. 
 
Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:  
(1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu 
sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan  
(2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan 
tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh2 menjadi jahat jika 
orang itu di cap jahat.  
 
Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:  
(1) Individual deviation, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan 
oleh karena tekanan psikis dari dalam;  
(2) Situational deviation, sebagai hasil stres atau tekanan dari 
keadaan; dan  
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(3) Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku kejahatan 
terorganisir dalarn sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. 
 
Pada dasarnya teori labeling menggambarkan: 
1.  Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;  
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau 
kelompok penguasa;  
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan 
pihak yang berkuasa;  
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi 
karena ditetapkan demikian oleh penguasa; dan  
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, 
sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak 
jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak 
ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan 
yang dibat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu 
tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 
diklasifikasikan sebagai kejahatan. 
 
b. Differential Assosiation Theory (Edwin H. Sutherland)  
Sembilan premis perilaku jahat : 
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan. 
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat 
lisan atau dengan bahasa tubuh). 
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan 
terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini 
berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, 
surat kabar, secara relatif tidak berperanan penting dalam 
terjadinya kejahatan). 
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:  
(a)   teknik melakukan kejahatan,  
(b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan 
sikap-sikap tertentu). 
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari 
peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang 
dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa 
yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu 
diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang 
yang melihat aturan hukurn sebagai sesuatu yang memberikan 
peluang dilakukannya kejahatan.  
6. Seseorang menjadi delinkuen karena ekses pola-pola pikir yang 
lebih melihat aturan hukurn sebagai pemberi peluang melakukan 
kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus 
diperhatikan dan dipatuhi) 
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7. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas 
serta intensitasnya. 
8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan 
dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi 
dalam setiap proses belajar secara umum. 
9. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan 
nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan 
jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum 
yang sama.  
 
C. Pengertian Penganiayaan 
       Secara etimologis istilah penganiayaan berasal dari kata “aniaya“. 
Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam buku II Bab XX 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana), belum mempunyai batasan-
batasan pengertian secara jelas atau terperinci tentang apa yang 
dimaksud dengan penganiayaan.   
      R.Soesilo (1996:245) mengemukakan bahwa “Undang-undang tidak 
memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan 
(mishandeling) itu”. 
      A.Zainal Abidin Farid (1981:181) dalam uraiannya mengenai pasal- 
pasal yang mengatur tentang penganiayaan dalam KUHPidana 
menjelaskan bahwa : 
Menurut KUHPidana, unsur-unsur delik penganiayaan tidak terlalu 
diuraikan, tetapi cukup dengan menyebut kualifikasi ( gelar ) 
belaka, sehingga kepada hakimlah diserahkan untuk menentukan 
apa yang disebut penganiayaan, dengan kata lain bahwa unsur-
unsur delik penganiayaan itu dapat disebut “unsur-unsur diam-
diam“ artinya unsur-unsur yang tidak disebut dalam pasal-pasal 






    Lebih lanjut A.Zainal Abidin Farid (1981:185) mengemukakan bahwa: 
Yang terbanyak “unsur-unsur diam-diamnya“ ialah delik yang tidak 
diuraikan oleh pasal-pasal undang-undang pidana, misalnya 
“penganiayaan”, “perdagangan wanita”, dan sebagainya, 
berhubung karena itu, penafsiran Undang-undang mutlak adanya.   
 
       W.J.S. Poerwadarminta (1985:48) memberikan pengertian bahwa 
yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu “sebagai tindakan sewenang-
wenang seperti penindasan, penyiksaan, dan sebagainya”. 
       A.Zainal Abidin Farid (1962:124) berdasarkan batasan pengertian 
penganiayaan menurut H.R dalam beberapa arrestnya mengemukakan 
bahwa : 
Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu tetapi perasaan sakit 
adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan.  
Menurut H.R bahwa dalam kata kerja menganiaya itu sudah 
terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditunjukkan 
kepadanya pemberian luka-luka  atau menimbulkan kesakitan 
sebagai suatu tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan lain yang diperbolehkan.  
 
       Berbeda dengan Simons (A.Zainal Abidin Farid, 1986:124) 
menantang perumusan penganiayaan menurut H.R. Simons yang 
berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk 
menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan 
atau tidak. Dalam hal tersebut Simons seolah-olah memasukkan juga 
“mengejutkan atau membuat susah orang lain“ sebagai salah satu bentuk 
penganiayaan. 
       A.Zainal Abidin Farid (1981:124) menjelaskan bahwa “para ahli 
hukum pidana mengemukakan, untuk memberikan pengertian tindak 
pidana penganiayaan secara jelas, diperlukan interpretasi atau penafsiran 
hukum terhadap batasan dan aspek-aspek pengertiaannya”.  
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       Penafsiran hukum diperlukan karena belum terdapat pengertian 
penganiayaan secara terperinci menurut hukum. Berkaitan dengan 
kualifikasi ancaman pidana terdapat perbedaan, karena tindak 
penganiayaan dalam KUHPidana dikategorikan dalam beberapa jenis 
seperti penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, 
penganiayaan dengan direncanakan. 
       Lebih lanjut A.Zainal Abidin Farid (1981:124) mengemukakan bahwa 
“oleh Undang-undang tidak diberikan perumusan yang memuaskan  tetapi 
hanya memberikan gambaran adanya suatu peristiwa pidana dan 
ancaman pidana secara kualitatif dari penganiayaan”. 
       Demikian pula Rusli Effendy, (1989:1) mengemukakan bahwa:  
Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan 
dan pelanggaran, sedangkan pada masa sekarang ini, pandangan 
perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan 
pandangan bahwa hanya perbedaan saja, yaitu berat ringannya 
ancaman pidana.   
 
       Pengertian-pengertian penganiayaan yang dipergunakan oleh para 
ahli dan pengarang hukum pidana Indonesia sebagaimana dimaksud di 
atas dapat dibuktikan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHPidana yang 
memberikan pengertian penganiayaan dengan mengemukakan bahwa 
penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan 
sengaja. 
       R. Soesilo, (1996:245) mengemukakan bahwa: 
Setiap tindak pidana penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja 
dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang 
diizinkan. Lebih lanjut beliau menjelaskan pengertian penganiayaan 
menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak 
enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka serta menjelaskan pula 
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bahwa sengaja merusak kesehatan orang termasuk tindak pidana 
penganiayaan. 
 
       R.Soesilo, (1996:245) secara terinci menjelaskan pengertian 
penganiayaan menurut yurisprudensi tersebut yaitu: 
Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali 
sehingga basah,  menyuruh orang berdiri diterik matahari dan 
sebagainya, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, menempeleng, 
dan sebagainya, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk, 
dengan pisau dan lain-lain, sedangkan merusak kesehatan misalnya 
orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya 
sehingga orang itu tidak masuk angin. 
 
       J.M.Van Bemmelen (Hasnan, 1986:28) mengemukakan bahwa 
penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.   
       Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen (1986:29) bahwa untuk 
menentukan terdapat atau tidaknya suatu bentuk penganiayaan harus 
memenuhi tiga kriteria sebagai berikut : 
1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan 
sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang.  Pengecualian 
dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh 
peristiwa-peristiwa dimana dalam Undang-undang dimuat dasar 
pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan 
perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, 
seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, 
demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan 
yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan 
tinju, rugby). 
2. Pengecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan 
sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan 
itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus berindak 
sesuai dengan penyesatan yang dapat dimanfaatkan. 
3. Suku kata tambahan “mis“ dari mishandeling (penganiayaan)  
telah mengemukakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka 
atau perasaan  tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, 
dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan 
dilakukan sesuai ilmu kesehatan, tidak boleh dianggap sebagai 
penganiayaan dan oleh karena itu tidak dilarang menurut 
hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. 
27 
       Menurut Gerson W.Bawengan (Wiryono, 1976:162) mengemukakan 
bahwa Penganiayaan didalam kenyataan berkisar pada empat keadaan 
yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang dilakukan dengan 
sengaja.  
       Gerson W.Bawengan (Wiryono, 1976:162) yang dimaksud keadaan 
disini adalah : 
1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).  
Disini si korban tidak perlu merasa sakit, sudah cukup jika 
dibuat merasa tidak enak (menderita).  Perbuatan menderita 
misalnya orang didorong terjun kedalam kolam sehingga dia 
basah padahal yang demikian ini tidak dikehendaki olehnya. 
Termasuk pula perasaan tidak enak apabila seseorang disuruh 
berdiri diterik matahari tanpa dikehendaki oleh orang yang 
disuruh. 
2. Sengaja menyebabkan sakit.  
Disini si korban merasa sakit akibat perbuatan pembuat, 
misalnya dicubit, ditempeleng, dipukul dan sebagainya yang 
menyebabkan rasa sakit. 
3. Sengaja menyebabkan luka.  
Disini si korban ada perubahan tanda-tanda pada badannya, 
misalnya irisan benda tajam, dipotong, ditusuk dan sebagainya, 
sehingga mengakibatkan korban luka. 
4.   Sengaja merusak kesehatan.  
Perbuatan dengan tujuan merusak kesehatan orang dan 
akibatnya benar-benar terjadi, adalah juga termasuk dalam 
pengertian penganiayaan, misalnya orang sementara tidur 
berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang sengaja dijalankan 
sekeras-kerasnya dengan maksud agar orang yang sementara 
tidur dan berkeringat itu masuk angin. 
 
       Sehubungan dengan uraian di atas, dalam perkembangan hukum 
pidana pada era reformasi dewasa ini, pengertian rasa sakit sebagai 
akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud di atas oleh para pembuat 
Undang-undang tidak lagi memberikan batasan secara khusus bahwa 
rasa sakit itu hanya ditujukan kepada badaniah atau jasmaniah saja, 
perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau rasa sakit terhadap 
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rohaniah telah dikategorikan sebagai suatu bentuk penganiayaan yang 
dikenal dengan istilah kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 Undang-undang (Selanjutnya di singkat UU) Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
       Para pembuat Undang-undang No. 23 Tahun 2010) merumuskan 
pengertian kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada 
seseorang. 
 
D.  Jenis Penganiayaan dan Unsur Deliknya Menurut KUHPidana 
Menurut A.Zainal Abidin Farid (1962:124) yaitu : 
Penganiayaan dapat dikategorikan dalam enam jenis yaitu : 
1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana ) yaitu 
menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan 
atau pekerjaan ataupun gangguan pikiran yang tidak lebih lama 
dari empat minggu.  Sakit itu diharapkan sembuh dan tidak 
menimbulkan bahaya maut; 
2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 
KUHPidana ); 
3) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHPidana ) yaitu 
penganiayaan menurut  Pasal 90 KUHPidana dalam Pasal itu 
disebutkan secara limitatif; 
4) Penganiayaan berat yang direncanakan lebuh dahulu  (Pasal 
355 KUHPidana ); 
5) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHPidana) yaitu yang tidak 
menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan 
atau pekerjaan; 
6) Penganiayaan berkualifikasi (Pasal 356 KUHPidana ). 
 
1. Pasal 351 KUHPidana terdiri atas lima ayat yang berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya  
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat 
ribu lima ratus rupiah. 
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2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah di hukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun 
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu 
perbuatan penganiayaan dapat digolongkan sebagai penganiayaan biasa 
apabila maksud atau niat pelaku sebelum melakukan penganiayaan itu 
ditujukan hanya untuk melukai biasa atau menjadikan orang sakit atau 
tidak bermaksud untuk melukai berat dan atau menghilangkan nyawa 
orang lain/ membunuh. 
2. Pasal 352 KUHPidana terdiri atas dua ayat yang berbunyi sebagai 
berikut : 
1. Selain  dari  apa  yang  tersebut  dalam  Pasal  353  dan 356, 
maka  
penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk 
melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan 
ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.  Hukuman 
ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu 
dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau ada 
dibawah perintahnya. 
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
R.Soesilo (1996:246) mengemukakan bahwa “peristiwa pidana ini 
disebut penganiayaan ringan dan masuk kejahatan ringan”.  Yang masuk 
dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (“ziek“ 
bukan “pijn“) atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya 
sehari-hari.   
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Dr. Handoko Tjondroputranto (1972:21) menjelaskan bahwa “yang 
dimaksud dengan penganiayaan ringan yaitu luka atau penyakit yang 
tidak berakibat atau menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan”. 
Pada umumnya penganiayaan ringan ini dilakukan dengan 
menggunakan tangan seperti meninju, menempeleng, menggores dengan 
kuku dan sebagainya dan atau dengan menggunakan alat.  Dari uraian di 
atas jelas bahwa suatu bentuk penganiayaan dapat digolongkan sebagai 
penganiayaan ringan apabila akibat yang ditimbulkan tidak menjadikan 
sakit dan halangan bagi korban dalam melakukan pekerjaan atau jabatan 
dan atau mata pencahariaanya sehari-hari. 
1. Pasal 353 KUHPidana terdiri atas tiga ayat yang berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu  dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum 
penjara    selama-lamanya sembilan tahun. 
 
R.Soesilo (1996:246) mengemukakan bahwa “apabila 
penganiayaan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, masuk 
dalam pasal ini dan diancam hukuman yang lebih berat dari pada Pasal 
351”. 
Lebih lanjut R.Soesilo (1996:246) menjelaskan bahwa jika berakibat 
“luka berat “ atau “mati“, dihukum lebih berat serta percobaan pada 
kejahatan ini dihukum.  R.Soesilo (1996:241) memberikan pengertian 
direncanakan lebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 
KUHPidana yaitu bahwa: 
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Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan 
pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk 
dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah 
pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu 
sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang 
penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang 
masih dapatberpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada 
kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan 
tetapi tidak ia pergunakan. 
 
M.H.Tirtaamidjaja (1955:174) mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu sebagai berikut : 
Direncanakan lebih dahulu, terdapat kalau orang mengambil 
keputusan untul melakukan perbuatan pidana itu dengan dipikirkan 
tenang-tenang dan telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari 
perbuatan itu.  Tidaklah cukup bahwa direncanakan lebih dahulu itu 
ada pada pembentukan sengaja untuk membunuh itu tetapi juga 
harus terdapat pada pelaksanaan sengaja itu. 
 
2. Pasal 354 KUHPidana terdiri atas dua ayat yang bebunyi 
sebagai berikut  
1. Barang  siapa  dengan  sengaja  melukai berat orang lain, 
dihukum   
karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya delapan tahun. 
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah  
 dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
 
    R.Soesilo (1996:246) mengemukakan bahwa: 
     ini dinamakan penganiayaan berat. Agar dapat dikenakan pasal ini, 
maka niat sipembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya 
luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud 
dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan 
itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 
ayat (2)).   
 
Yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh menurut Pasal 90 
KUHPidana (R.Soesilo, 1996:98) yaitu penyakit atau luka yang tak boleh 
diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat 
mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan 
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jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, 
lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, 
menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. 
Lebih lanjut R.Soesilo (1996:99) menguraikan pengertian luka berat 
atau luka parah sebagai berikut : 
a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 
Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh 
kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya 
maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka 
berat. 
b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap 
melakukan pekerjaannya itu, tidak masuk luka berat.  Penyanyi 
misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat 
menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat. 
c. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera.  
Pancaindera : penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah 
dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli 
satu telinga, belum masuk pengertian ini, karena dengan  mata 
dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar. 
d. Kudung (rompong) dalam bahasa Belandanya “vermiking“, 
cacat     sehingga jelek rupanya, karena ada suatu anggota 
badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun 
telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan 
sebagainya. 
e. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota 
badannya.  
f. Berubah pikiran lebih dari empat  minggu.  Pikiran terganggu, 
kacau,   tidak dapat berpikir lagi dengan normal, semua itu 
lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak 
termasuk dalam pengertian luka berat. 
g. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu. 
 
R.Soesilo (1996:99) lebih lanjut menjelaskan bahwa : 
     Selain dari tujuh macam tersebut di atas menurut yurisprudensi 
termasuk pula segala yang dengan kata sehari-hari disebut luka 
berat.  Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri 
oleh hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter), 




Andi Hamzah (1986:71) memberikan pengertian luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana yaitu : 
a.   Jatuhnya sakit atau mendapat luka yang tidak memberi 
harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan 
bahaya maut. 
b.   Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan pencaharian. 
c.   Kehilangan salah satu pancaindera. 
d. Mendapat cacat berat. 
e. Menderita sakit lumpuh. 
f.   Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
g.   Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 
Dr. Handoko Tjondroputranto (1972:222) memberikan tanggapan 
terhadap pengertian luka berat atau luka parah sebagaimana yang di 
maksud dalam rumusan Pasal 90 KUHPidana dengan mengemukakan 
bahwa: 
Pengertian tersebut kurang tepat menurut ilmu kedokteran dengan 
menjelaskan sebagai berikut : 
a. Sembuh dengan sempurna dalam arti resition integrum tidak 
pernah terjadi, karena betapapun kecilnya suatu luka itu jika 
telah sembuh akan berbentuk jaringan perut (letteken). 
b.   Bahaya maut dalam arti seluas-luasnya selalu ada dalam setiap 
perlakuan. 
c. Dalam menentukan jangka waktu tepat empat minggu lamanya 
untuk gangguan daya pikir tidaklah mungkin, sebab orang yang 
demikian mungkin pada mulanya hanya menjadi pendiam saja, 
setelah itu baru kemudian mengamuk sehingga hal tersebut 
baru dapat diketahui dikemudian hari.  Dengan demikian, untuk 
menentukan waktu mulai terjadinya gangguan tersebut tidak 
dapat ditentukan secara tepat, demikian pula dengan waktu 
kapan suatu penyakit akan sembuh apalagi penyakit kejiwaan 
yang merupakan suatu proses sehingga untuk menentukan 
waktu kapan akan sembuh sangat tidak mungkin. 
 
Sehubungan dengan uraian di atas, menurut penulis bahwa 
rumusan luka berat yang diuraikan oleh R.Soesilo yang mengemukakan 
bahwa apabila hanya salah satu pencaindera seperti mata menjadi buta 
atau telinga menjadi tuli tidak dikategorikan sebagai luka berat karena 
34 
masih ada satu mata atau satu telinga yang dapat melihat atau 
mendengar tidak tepat, dengan alasan bahwa meskipun masih terdapat 
satu mata atau satu telinga yang dapat melihat atau mendengar, namun 
pada hakikatnya secara psikis menyebabkan berkurangnya daya 
penglihatan atau daya pendengaran dengan menggunakan satu mata 
atau telinga atau dalam pengertian penglihatan atau pendengaran tidak 
efektif sebagaimana jika melihat atau mendengar dengan menggunakan 
kedua buah mata atau telinga.  Oleh karena itu penulis berpendapat 
bahwa apabila dalam terjadinya suatu tindak penganiayaan telah 
mengakibatkan salah satu pancaindera menjadi buta atau tuli maka hal 
tersebut dikategorikan sebagai luka berat. 
3. Pasal 355 KUHPidana terdiri atas dua ayat yang berbunyi 
sebagai berikut : 
1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum dengan penjara selama-lamanya dua 
belas tahun. 
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah       
 dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
R.Soesilo (1996:247) mengemukakan bahwa yang masuk dalam 
pasal ini ialah penganiayaan dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan 
direncanakan lebih dahulu.  
4. Pasal 356 KUHPidana terdiri atas satu ayat yang di bagi dalam 
tiga sub ayat yang berbunyi sebagai berikut : 
 
       Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, 355, dapat 
ditambah dengan sepertiganya : 
1. Jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, 
bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. 
2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri 
pada waktu atau sebab ia menjalankan pekarjaannya yang sah. 
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3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang 
merusakkan jiwa atau kesehatan orang lain. 
 
Pada intinya yang diatur dalam pasal ini adalah penambahan 
hukuman ditambah dengan sepertiga apabila penganiayaan itu dilakukan 
terhadap orang-orang tertentu dan atau dengan menggunakan bahan 
yang dapat merusak kesehatan orang. 
R. Soesilo (1996:247) mengemukakan bahwa penganiayaan-
penganiayaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dimuka, ancaman 
hukumannya ditambah dengan sepertiganya, apabila dilakukan terhadap 
ibu sendiri atau orang-orang yang tersebut dalam pasal ini.   
Lebih lanjut R.Soesilo (1996:247) menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan ibu atau bapak dalam pasal ini yaitu “ibu yang telah 
melahirkan anak itu sedangkan bapak yang sah yaitu lelaki yang kawin 
dengan perempuan yang telah melahirkan anak itu”. 
Berdasarkan rumusan dalam Pasal 356 ayat (1) KUHPidana 
dikaitkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga  penulis 
berpendapat bahwa dalam proses hukum terhadap pelaku yang 
melakukan penganiayaan dalam ruang lingkup keluarga atau rumah 
tangga, tidak dapat dikenakan lagi dengan Pasal-Pasal penganiayaan 
sebagaimana yang terdapat dalam KUHPidana dengan alasan bahwa 
penganiayaan yang dilakukan dalam rumah tangga atau keluarga, telah 




5. Pasal 357 KUHPidana terdiri atas satu ayat yang berbunyi : 
 
Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan 
yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan 
hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-
4.  Sebagaimana halnya penjelasan pada Pasal 356 di atas, Pasal 
357 juga mengatur tentang penghukuman tambahan yaitu 
hukuman pencabutan hak-hak tertentu sebagaiman dimaksud  
dalam Pasal 35 KUHPidana, (R.Soesilo, 1996:55) berupa : 
1) Pencabutan hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang  
 ditentukan. 
2) Pencabutan hak masuk pada kekuasaan bersenjata 
(balatentara). 
3) Pencabutan hak memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang  
 dilakukan menurut Undang-undang umum. 
4) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui  
sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-
awas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas, 
atas orang lain daripada anaknya sendiri. 
5) Pencabutan hak menjadi kuasa bapak, kuasa wali, dan 
penjagaan  
 ( curatele ) atas anak sendiri. 
6) Pencabutan hak melakukan pekerjaan yang ditentukan. 
 
Penambahan penghukuman disini hanya dapat dijatuhkan apabila 
sitersalah terbukti melakukan salah satu kejahatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 353 dan Pasal 355 KUHPidana.  Berdasarkan 
uraian tersebut, . penulis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 356 
dan Pasal 357 KUHPidana tersebut adalah suatu ketentuan 
penghukuman pemberatan karena selain ketentuan hukuman pokok yang 
dijatuhkan terhadap sitersalah, dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan. 
6. Pasal 358 KUHPidana terdiri atas satu ayat yang dibagi dalam 
dua sub ayat yang berbunyi sebagai berikut : 
 
Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau 
perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain 
daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang 
khusus, dihukum : 
1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika  
penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang 
mendapat luka berat saja. 
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2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau  
 perkelahian itu menjadikan orang mati. 
 
Berkaitan dengan Pasal 358 KUHPidana, (Dali Mutiara, 1955:73) 
mengemukakan bahwa dalam arti yang luas juga dihitung sebagai 
penganiayaan “pengeroyokan“ didepan umum, atau turut serta dalam 
penyerangan yang dilakukan beramai-ramai dan mengakibatkan orang 
lain menjadi luka atau mati. 
Berdasarkan pada penjelasan (R.Soesilo, 1996:248) bahwa dalam 
sistem peradilan pidana atau proses hukum pasal ini dipergunakan 
apabila terjadi penyerangan atau perkelahian yang melibatkan 
beberapa orang (lebih dari dua orang) yang mengakibatkan korban 
menderita luka berat atau mati, sementara diantara para penyerang 
tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai berat atau 
membunuh korban.  Dalam hal penyerangan itu tidak mengakibtkan 
luka berat atau mati maka terhadap pelaku tidak dapat dikenakan 
pasal ini. 
 
Apabila dalam penyerangan atau perkelahian tersebut dapat 
dibuktikan atau diketahui siapa diantara pelaku yang telah melukai berat 
atau membunuh, maka terhadap pelaku tersebut selain dikenakan dengan 
pasal ini juga dikenakan dengan pasal-pasal lain yang berhubungan 
dengan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. 
Selanjutnya bahwa orang-orang yang karena terpaksa turut serta 
dalam penyerangan atau perkelahian itu dengan maksud untuk 
memisahkan atau melindungi golongan yang lemah, terhadap orang 
tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta dalam 
penyerangan atau perkelahian, sehingga terhadapnya tidak dapat 
dikenakan pasal ini. 
Satochid Kartanegara (1979:23) dalam hubungannya dengan 
penjelasan R. Soesilo memiliki pandangan yang berbeda dengan 
penjelasan bahwa apabila seorang peserta yang dimaksud dalam 
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Pasal 358 itu mempunyai maksud tertentu atau tersendiri, maka 
terhadap dirinya tidak diperlakukan Pasal 358, akan tetapi harus 
diperlakukan Undang-undang yang merumuskan perbuatan yang 
dimaksudkan sendiri.   
 
Lebih lanjut Satochid Kartanegara memberikan contoh sebagai 
berikut:  
A, B, dan C melakukan penyerangan terhadap D, seorang yang lain 
yaitu E ikut serta, artinya ia turut mendatangi D tetapi tidak berbuat 
apa-apa dan hanya menyaksikan saja. Dalam hal ini jika 
penyerangan yang dilakukan ketiga orang itu tidak menimbulkan 
sesuatu apa-apa terhadap D, maka E tidak dapat dihukum. 
Sebaliknya apabila penyerangan itu mengakibatkan luka parah atau 
matinya D, maka E walaupun tidak ikut melakukan apa-apa dapat 
dihukum menurut Pasal 358. 
 
Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam proses hukum terhadap 
orang-orang yang terbukti bersalah secara sah karena melakukan 
penyerangan atau perkelahian yang dilakukan lebih dari dua orang atau 
lebih sehingga mengkibatkan serang lainnya menderita luka parah atau 










A.  Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pinrang, pada 
kantor : 
1.   Kepolisian Negara RI Resor Pinrang 
2.   Kejaksaan Negeri pinrang 
Pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut di atas karena 
frekuensi terjadinya perkara tindak penganiayaan berat cukup tinggi, 
sehingga diperlukan penelitian secara mendetail untuk mengetahui jumlah 
perkara tindak pidana yang telah terjadi khususnya terhadap perkara 
penganiayaan berat yang telah diproses dalam pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan, pemeriksaan pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan pada 
tingkat persidangan di Pengadilan Negeri. 
 
B. Pendekatan, sifat dan tipe penelitian 
1. Pendekatan penelitian 
       Dalam penelitian penulis harus menggunakan metode 
pendekatan normatif dan metode pendekatan sosiologis serta 
pendekatan psikologis. 
2. Sifat penelitian 
       Sifat penelitian ini adalah merupakan bentuk gabungan antara 
penelitian eksploratoris (explorative research) yaitu penelitian 
yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan 
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data mengenai hal-hal yang belum diketahui, dipadukan dengan 
penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang 
menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat 
tertentu dimana peneliti sudah mendapatkan gambaran awal dari 
masalah yang akan diteliti, serta penelitian ekspanatoris 
(eksplanatory research) yaitu penelitian untuk menerangkan, 
memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori serta 
terhadap hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. 
3. Tipe penelitian 
Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian 
hukum normatif yang menggunakan data sekunder untuk melihat 
taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian 
hukum sosiologis serta penelitian hukum psikologis dalam melihat 
hukum sebagai suati gejala sosial. 
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Penelitian yang dilakukan difokuskan pada perkara tindak pidana 
penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang. Pertimbangan yang 
menjadi dasar penulis memilih pokok permasalahan di atas 
karena menilai bahwa intensitas dan frekuensi terjadinya tindak 
pidana penganiayaan berat didaerah ini relatif menonjol.  
Selanjutnya bahwa dalam melakukan penelitian, tekhnik penarikan 
sampel yang dipergunakan adalah sampel total yaitu perkara 
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tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi pada tahun 2010 
sampai tahun 2014. 
2. Sampel 
Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan tekhnik 
probability sampling atau random sampling atau sampel 
probabilitas. Yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis 
terhadap salah satu dari perkara tindak pidana penganiayaan 
berat yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 
Adapun responden sebagai sampel ditentukan yaitu tersangka 
dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat pada Rumah 
Tahanan Negara Polres Pinrang.  Alasan digunakannya teknik ini 
karena mengingat jumlah populasi yang cukup banyak sedangkan 
waktu untuk meneliti terbatas, sehingga dengan teknik ini 
diharapkan menghasilkan tingkat objektivitas penentuan sampel 
yang memadai. 
 
D. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data 
kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan dari buku-buku atau 
bentuk tulisan lainnya yang berisikan aturan-aturan yang 
dijabarkan dalam bentuk tulisan dan bukan dalam bentuk angka-
angka, sebagai data sekunder, data kuantitatif yaitu data-data 
yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung yang tertuang 
dalam bentuk angka-angka, seperti laporan-laporan yang 
berhubungan dengan objek penelitian dan sebagainya sebagai 
data primer.  
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2.  Sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah 
sebagaI berikut : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian melalui pengamatan dan wawancara yang 
berkaitan dengan pokok masalah. 
b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan 
serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
pokok masalah. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
langkah sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku-
buku, literatur-literatur yang berevelansi dengan masalah yang 
diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan 
wawancara di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. 
3. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 




F. Teknik Analisis Data 
      Teknik analisi data yang digunakan didalam penelitianini yaitu 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, yaitu 
menganalisa data primer dan data sekunder untuk menarik suatu 
kesimpulan terhadap masalah yang dibahas, serta membuat tabulasi-
tabulasi terhadap data-data yang berbentuk laporan-laporan guna 
memudahkan dalam melakukan analisis data primer dan data 
sekunder sehingga dapat menghasilkan tingkat sinkronisasi yang 










BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana 
Penganiayaan Berat di Kabupaten Pinrang  
1. Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Kabupaten 
Pinrang 
Tabel 1 
Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan  
Pada Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Oleh Penyidik 



























Jumlah 151 92 45  
Sumber Data : Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2014 
       Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara tindak 
pidana penganiayaan  yang terjadi di Kabupaten Pinrang, pada tahun 
2010 sampai dengan tahun 2014 cukup menonjol, dimana bahwa selama 
dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun, perkara yang dilaporkan pada 
Kantor Kepolisian Resort Pinrang telah terjadi sebanyak 151 perkara. Dari 
total jumlah perkara yang terjadi, 92 perkara diantaranya yang telah 
selesai diproses penyidikannya sedangkan 45 perkara lainnya belum 
selesai. Selanjutnya bahwa kejadian perkara yang paling menonjol terjadi 
pada tahun 2014 yaitu telah terjadi sebanyak 46 perkara, dari jumlah 
tersebut penyidik telah menyelesaikan sebanyak 28 perkara sedangkan 
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12 perkara lainnya belum diselesaikan. Adapun kejadian perkara terendah 
terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 19 perkara dan 12 perkara 
diantaranya telah diselesaikan oleh penyidik. 
       Dari data tersebut di atas oleh penulis berpendapat bahwa efektivitas 
pelaksanaan proses hukum terhadap terjadinya perkara tindak pidana 
penganiayaan berat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di 
Kabupaten Pinrang khususnya dalam bidang penyidikan perkara yang 
dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Kantor Kepolisian 
Resort Pinrang, di dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana 
yang telah dilaporkan belum mencapai hasil yang maksimal dengan 
alasan bahwa dari total jumlah perkara yang terjadi masih terdapat 
sebagian perkara yang belum dapat dituntaskan. 
       Selanjutnya bahwa alasan lain yang dapat dijadikan dasar guna 
memperkuat alasan tersebut di atas yaitu bahwa terdapat suatu 
kemungkinan bahwa jumlah perkara yang terjadi dalam waktu selama 5 
tahun tersebut terdapat perkara lainnya yang tidak dilaporkan oleh 
masyarakat, sehingga dengan terjadinya perihal yang demikian diperlukan 
peran yang lebih proaktif dari pihak penyidik/penyidik pembantu guna 
menyelesaikan setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi. 
       Dalam kaitannya dengan hasil pelaksanaan penyidikan perkara yang 
telah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu sebagaimana dimaksud 
di atas, penulis berpendapat hal tersebut disebabkan oleh kelemahan dan 
keterbatasan yang terdapat dalam organisasi Kepolisian Resort Pinrang 
dalam melakukan penyidikan perkara yang terjadi serta disebabkan oleh 
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peran serta atau partisipasi aktif dari warga masyarakat yang relatif  
rendah khususnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan 
secara dini. 
       Dari data tersebut di atas, telah memberikan suatu gambaran secara 
umum bahwa peluang atau ancaman terhadap terjadinya perkara tindak 
pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang pada masa yang akan 
datang masih relatif tinggi, dimana bahwa pada data tersebut masih 
menunjukkan jumlah kejadian perkara dari tahun ke tahun tidak 
menunjukkan tingkat penurunan yang maksimal, selanjutnya untuk 
membuat prediksi terhadap terjadinya perkara pada masa yang akan 
datang bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Data perkara 
tindak pidana penganiayaan berat yang diproses pada tingkat penuntutan 
oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  Negeri Pinrang tahun 2010 - 
2014, sebagai berikut : 
 
Tabel 2 
Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat 
Pada Pemeriksaan Tingkat Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksanaan Negeri Pinrang tahun 2010 – 2014 
 
Tahun Jumlah Perkara Jumlah 
Terdakwa 
Ket 






















Jumlah 30 30 30  






Tingkat Penuntutan Hukuman Terhadap Terdakwa Perkara Tindak 
Pidana Penganiayaan Berat oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 



























































Jumlah 12 10 4 4 - - - 
Terdakwa 30 Orang Terdakwa 
Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pinrang tahun 2014 
       Berdasarkan data pada tabel 2 jika dihubungkan dengan data pada 
tabel 1 sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan perbedaan signifikan 
terhadap jumlah perkara yang diproses, dimana bahwa dari jumlah 
perkara tindak pidana penganiayaan berat yang diproses oleh 
penyidik/penyidik pembantu pada tingkat penyidikan dengan jumlah 
perkara yang diproses oleh Jaksa Penuntut Umum pada tingkat 
penuntutan mempunyai jumlah selisih yang cukup tinggi. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pinrang 
pada tanggal 26 Mei 2015, perihal terjadinya perbedaan atau selisih pada 
data-data tersebut, beliau menjelaskan bahwa perihal tersebut disebabkan 
oleh kendala faktor teknis penyidikan perkara yang dilakukan oleh 
penyidik/penyidik pembantu.      
      Faktor teknis  dimaksud yaitu dalam hal pemberkasan, dimana berkas 
perkara yang dibuat oleh penyidik kadang kala tidak memenuhi 
persyaratan yuridis materil maupun persyaratan yuridis formil yang telah 
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ditentukan, sehingga dalam proses penuntutan terhadap perkara yang 
didakwaan terhadap para terdakwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dalam surat dakwaan menerapkan pasal-pasal lain yang mengatur 
tentang penganiayaan dan atau menerapkan pasal yang mengatur 
tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain/pembunuhan.  
      Dari data pada tabel 3 di atas, terlihat lamanya penuntutan ancaman 
hukuman terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana 
penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, didalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
       Dari gambaran tingkatan lamanya ancaman penuntutan hukuman 
yang dituntutkan kepada para terdakwa dalam hubungannya dengan 
proses pembaharuan atau reformasi dalam penegakan hukum pidana 
materil menunjukkan bahwa tingkat penegakan hukum yang dilaksanakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang yang melakukan 
penuntutan terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana 
penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014, jika merujuk pada ancaman hukuman dalam pasal-
pasal yang mengatur tentang penganiayaan berat masih dibawah standar 
atau dengan kata lain belum maksimal. 
       Dalam hubungannya dengan perihal tersebut di atas kiranya sangat 
jelas karena tingkatan penghukuman di dalam pasal-pasal penganiayaan 
yang berakibat luka berat sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman terendah bagi pelaku 
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kejahatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat yaitu ancaman 
hukuman penjara paling lama selama 5 tahun (Pasal 351 ayat 2). Oleh 
karena itu menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam 
tuntutannya terhadap para terdakwa dalam perkara tindak pidana 
penganiayaan yang berakibat luka berat menerapkan ancaman hukuman 
maksimal dan atau paling tidak menerapkan minimal seperdua dari 
ancaman hukuman yang telah ditetapkan dalam KUHPidana. 
 
B. Faktor-Penyebab Terjadinya Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 
Berat di Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2014 
       Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Pinrang 
Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, maka terlebih dahulu yang harus 
dipahami adalah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak 
kejahatan dengan kekerasan secara umum. 
       Soerjono Soekanto (1983: 204) mengemukakan bahwa: 
Kejahatan kekerasan merupakan suatu peristiwa penyelewengan  
terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan 
terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara.  
 
       Pada dasarnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan kekerasan yaitu karena disebabkan oleh berbagai faktor yang 
saling mempengaruhi yang akan menimbulkan ketidakserasian dalam diri 
individu, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor 
ekspresif dengan kekuatan-kekuatan normatif. 
      Oleh karena itu, taraf keserasian dari faktor-faktor tersebut sangat 
menentukan apakah manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan 
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hidupnya (kebutuhan dasar) akan mentaati norma-norma dan perilaku 
yang teratur yang berlaku atau akan menyimpang sehingga akan 
menyebabkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman dalam 
kehidupan masyarakat. 
       Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
A. Kekuatan ekspressif yang mencakup faktor-faktor psikologis dan  
biologis yang masing-masing mencakup/meliputi faktor-faktor 
Biopsikogenik dan faktor-faktor Sosiogenik, yang dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor Biopshikhogenik terdiri atas : 
a. Mesomorfik fisik yaitu keadaan fisik yang dikaitkan dengan sifat 
atau temperamen tertentu yang menyebabkan perilaku jahat. 
b. Gangguan psikologis seperti gangguan syaraf, ego yang defektif 
dan sebagainya. 
c. Ekses dan kebutuhan misalnya Alkoholisme, kecanduan narkotika 
dan sebagainya. 
2. Faktor-faktor Sosiogenik terdiri atas : 
a. Asosiasi deferensial misalnya menjadi anggota Geng, asosiasi   
dengan pola perilaku kriminal dan sebagainya. 
b. Frustasi karena perbedaan perlakuan atau kepahitan dimasa lalu, 
misalnya yang terdapat pada mantan narapidana. 
c. Tekanan-tekanan yang disebabkan oleh perasaan takut, adanya 
ancaman-ancaman, kemiskinan dan lain sebagainya. 
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B. Kekuatan normatif yang mencakup faktor keluarga atau kehidupan 
kekeluargaan, agama dan sosio-kultural, yang dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
1. Faktor lingkungan yang fundamental yang mencakup : 
a. Taraf kepatuhan terhadap agama yang relatif rendah oleh karena 
tidak mampu menjiwai ajaran-ajaran dan norma-norma agama. 
b. Gangguan dalam kehidupan keluarga, misalnya tidak adanya 
bimbingan dari orang tua, pecahnya keluarga dan lain sebagainya. 
c. Disorganisasi sosial, seperti pudarnya nilai-nilai dan norma-norma 
yang akan mengakibatkan warga masyarakat kehilangan pedoman 
untuk berperilaku secara pantas. 
2. Faktor pendukung dalam lingkungan yang mencakup : 
a. Kesempatan dan peluang 
b. Moralitas sosial yang rendah 
c. Konflik kebudayaan atau konflik antara bagian-bagian dari suatu 
kebudayaan. 
       Dari uraian tersebut di atas telah dapat dipahami tentang faktor 
penyebab terjadinya perkara kejahatan secara umum. Olehnya itu untuk 
menjelaskan permasalahan faktor penyebab secara khusus tidak dapat 
hanya dengan melakukan kajian teoritis saja akan tetapi harus dipadukan 
dengan kajian kasuistis guna menentukan faktor penyebab yang paling 
berpengaruh yang menyebabkan terjadinya suatu bentuk kejahatan 
dengan kekerasan yang terjadi pada suatu daerah.  
52 
       Sehubungan dengan hal tersebut, setelah penulis melakukan 
pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajian 
penulisan karya ilmiah ini, diperoleh data mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya perkara penganiayaan berat sebagai bagian dari 
kejahatan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pinrang. Adapun faktor-
faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 
B.1. Faktor ekonomi 
       Faktor ekonomi sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, yang 
merupakan unsur dari kekuatan ekspressif mempunyai pengaruh yang 
paling besar terhadap terjadinya kejahatan. Ditinjau dari sosiologis hukum, 
apabila seseorang atau sekelompok orang di dalam upaya melakukan 
pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya khususnya 
kebutuhan pokok, tidak terdapat keserasian dan kesebandingan antara 
kekuatan ekspressif yang terdapat di dalam dirinya dengan kekuatan 
normatif yang terdapat dalam lingkungan dimana tempat seseorang itu 
berada akan mengakibatkan suatu kecenderungan untuk melakukan 
penyimpangan serta penyelewenangan terhadap pola perilaku teratur, 
sehingga akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan 
ketentraman dalam masyarakat. 
       Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa 
tingkat kehidupan ekonomi yang rendah atau biasa diistilahkan dengan 
kemiskinan akan membawa dampak kesengsaraan dan atau penderitaan 
yang disebabkan oleh tekanan ekonomi. Sehubungan dengan tersebut 
seseorang yang berada dalam tekanan ekonomi dan mengalami 
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kesengsaraan atau penderitaan dalam upaya melakukan perubahan-
perubahan pola hidup untuk melepaskan diri dari tekanan ekonomi, 
apabila tidak dilandasi dengan nilai-nilai normatif yang berlaku, akan lebih 
cenderung untuk menempuh jalan pintas yaitu dengan menggunakan cara 
yang semudah-mudahnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menghiraukan akibat yang dapat 
timbul sebagai akibat dari perbuatannya. 
       W.A. Bonger (1982: 106) menyatakan bahwa : 
      Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang 
bersifat sosiologis dalam terjadinya kejahatan, sekarang sudah 
diketahui oleh umum. Tidak begitu jelas apakah disamping kejahatan 
karena kesengsaraan, juga dibedakan adanya kejahatan karena nafsu 
ingin memiliki. 
 
       Berdasarkan pada pendapat W.A. Bonger di atas, telah memperjelas 
bahwa adanya kesengsaraan dalam kehidupan sosial masyarakat akan 
mempermudah terjadinya suatu bentuk kerjahatan terhadap manusia. Dari 
penjelasan W.A. Bonger penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi 
dalam pengaruhnya terhadap terjadinya tindak  pidana penganiayaan 
berat disebabkan karena suatu persoalan multi kompleks yang bersumber 
dari sifat manusia yang tidak pernah puas dengan hasil yang telah dicapai 
dan/atau dirasakannya. Jadi dalam hal itu dapat dijadikan suatu landasan 
bahwa motivasi ekonomi sejak dahulu telah menjadi penyebab utama 
terjadinya tindak pidana penganiayaan pembunuhan, pencurian, 
perkosaan dan lain sebagainya. 
      Sehubungan dengan hal di atas, G.W. Bawengan (1977: 110) 
menyatakan bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah 
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pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Dalam 
hubungan antara hal yang dimaksud oleh G.W. Bawengan dengan 
kehidupan sosial masyarakat dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-
hari yaitu faktor ekonomi telah mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan 
seperti tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan lain 
sebagainya. Selanjutnya bahwa tingkat atau taraf kehidupan ekonomi, dari 
seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh latar belakang 
profesi atau pekerjaannya. Menurut penulis, pada umumnya individu atau 
sekelompok orang yang sering melakukan penyimpangan dan 
penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, adalah orang-orang yang 
memiliki latar belakang pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang 
rendah sementara disisi lain bahwa profesi atau pekerjaannya 
memerlukan kapasitas energi yang besar. 
       Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan data mengenai status 
pekerjaan para terpidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan 
berat di Kabupaten Pinrang Tahun  2010 – 2014, penulis berpendapat 
bahwa faktor ekonomi dalam arti tingkat kehidupan ekonomi yang rendah, 
adalah merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan terjadinya 
tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang. 
       Adapun status profesi atau pekerjaan terpidana dalam perara tindak 
pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 
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Total 7  4 6 3  5 25 
Sumber Data : Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2014 
 
B.2. Faktor Kesadaran Hukum 
       Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan 
normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya 
suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau 
berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga 
masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap 
ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku. Demikian pula 
sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat 
rendah maka akan menyebabkan kepatuhan serta ketaatan terhadap 
ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah 
pula. Oleh karena itu tingkat kesadaran hukum warga masyarakat sangat 
ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang 
dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat. 
       Sehubungan dengan hal dimaksud, menurut Soerjono Soekanto 
(1982: 96) menyatakan bahwa :  
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Orang yang mengetahui hukum, dianggap mempunyai tingkat 
kesadaran hukum dengan derajat paling rendah, sedangkan tingkat 
kesadaran hukum yang tinggi dijumpai apabila seseorang memahami 
hukum. 
 
       Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan permasalahan terjadinya 
tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor 
yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan berat di    Kabupaten 
Pinrang dalam waktu 5 tahun terakhir, karena disebabkan oleh tingkat 
kesadaran hukum dari warga masyarakat yang relatif rendah, khususnya 
para pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud. 
       Sebagai suatu fakta yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum 
dari warga masyarakat Kabupaten Pinrang yang tergolong relatif rendah, 
dapat ditinjau dari gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat Kabupaten Pinrang antara lain sebagai berikut : 
1. Berdasarkan tingginya jumlah perkara tindak pidana yang terjadi 
pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana tersebut 
pada tabel di bawah ini sebagai berikut : 
Tabel 7 
Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Terjadi di Kabupaten Pinrang 
Tahun 2010-2014 
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Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di 
Kabupaten Pinrang Tahun 2010 – 2014 
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Jumlah 520  
Sumber Data : Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2014 
       Dari banyaknya jumlah perkara yang terjadi yaitu sebanyak 785 
perkara sebagaimana tersebut pada tabel 7 di atas, memberikan 
gambaran secara umum bahwa tingkat kesadaran hukum dari masyarakat 
Kabupaten Pinrang masih relatif rendah. Selanjutnya dengan mengacu 
pada data pada tabel 8 menunjukkan bahwa frekuensi intensitas dan 
kualitas perkara tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di 
Kabupaten Pinrang relatif tinggi dimana dari jumlah 785 perkara yang 
terjadi dalam periode tahun 2010-2014, 520 perkara diantaranya adalah 
merupakan perkara tindak pidana penganiayaan. 
       Sehubungan dengan hal tersebut secara langsung membawa 
dampak negatif yang mengakibatkan gangguan kantibmas dalam 
kehidupan sosial masyarakat dan secara tidak langsung menimbulkan 
ekses negatif terhadap pemerintah khususnya aparat penegak hukum, 
sehingga dengan adanya dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat 
tersebut akan menjadi suatu kendala dan hambatan secara umum 
terhadap proses kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional dan 
58 
secara khusus terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 
Pinrang. 
1. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan selama penelitian 
maupun sebelum dilakukan penelitian, ditemukan fakta-fakta bahwa 
terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pinrang sering 
disebabkan oleh permasalahan dendam yang bersumber dari suatu 
permasalahan sederhana, namun oleh individu atau sekelompok 
masyarakat tertentu menanggapinya secara berlebihan yaitu 
dianggap sebagai suatu permasalahan atau persoalan yang dapat 
menurunkan harkat dan martabatnya dalam masyarakat. 
       W.J.S. Poerwadarminta (1976: 240) memberikan pengertian 
dendam, yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk 
membalas kejahatan dan lain-lain. 
       Sedangkan menurut  (Sigmund Freud, 1983 – XIX) dengan 
teori Psikhoanalisanya menyatakan bahwa : 
Suatu bentuk kateksis (cathexix), yakni penimbunan energi 
psikis pada suatu perbuatan, ingatan atau pikiran, akan 
senantiasa menjadi obsesi (ingatan yang tak lepas-lepas) yang 
selanjutnya mencari upaya penyalurannya. Hal inilah yang 
dalam kenyataannya dapat menimbulkan tindak kekerasan. 
Bilamana hal itu terjadi, maka suatu bentuk kepuasan akan 
dirasakan di dalam diri individu yang bersangkutan. 
 
       Berdasarkan pengertian dendam di atas, penulis berpendapat 
bahwa dendam adalah merupakan suatu tekanan atau desakan 
batin di dalam jiwa seseorang yang senantiasa mengarahkan 
seseorang itu untuk berbuat guna menyalurkan hasratnya tanpa 
mempertimbangkan dampak positif maupun dampak negatif dari 
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peryubuatan yang akan diperbuatnya. Selanjutnya bahwa dalam 
hal seseorang tidak dapat melakukan pengendalian diri, maka 
perasaan dendam itu akan terus bergolak sehingga akan menyiksa 
jiwanya yang pada akhirnya jika telah mendapat kesempatan maka 
seseorang itu akan melampiaskan perasaan dendamnya. 
       Ditinjau dari segi psikologis, dendam dipandang sebagai suatu 
cengkraman batin yang mengganggu keseimbangan jiwa individu 
dalam diri seseorang yang pada akhirnya mendorong individu untuk 
melakukan tindak kekerasan sebagai pembalasan atas hal yang 
telah dialaminya. Salah satu fakta dalam kehidupan masyarakat 
Kabupaten Pinrang yang sering menimbulkan rasa dendam yaitu 
permasalahan harga diri atau lebih dikenal dalam bahasa Bugis 
dengan istilah “Siri”. Perasaan “Siri” yang oleh sebagian besar 
masyarakat dianggap sebagai suatu hal tabu yang diartikan bahwa 
jika ada sesuatu hal yang telah diniatkan maka hal yang menjadi 
niat itu harus dilaksanakan. Dalam kehidupan masyarakat 
Kabupaten Pinrang, persoalan Siri, sering menimbulkan suatu 
bentuk kejahatan kekerasan karena penempatan budaya “Siri” oleh 
sebagian masyarakat disalah artikan atau tidak pada 
penempatannya sehingga melahirkan perselisihan atau sengketa 
yang menelan korban jiwa maupun korban material. 
       Berkaitan dengan rasa dendam, perasaan sakit hati yang 
tertanam di dalam jiwa seseorang akan menumbuhkan rasa 
kebencian, iri, dengki yang mengakibatkan seseorang atau 
sekelompok orang pada suatu ketika akan melakukan pembalasan 
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dengan melakukan tindak pidana kekerasan guna memuaskan 
perasaan sakit hati yang tertanam dalam jiwanya. 
       Dalam hubungannya dengan uraian diatas dari hasil 
wawancara penulis dengan salah seorang mantan narapidana 
dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat, menerangkan 
bahwa : “perihal yang menyebabkan sehingga dirinya melakukan 
penganiayaan terhadap korban karena berlatar belakang persoalan 
dendam pribadi, karena sebelumnya dirinya telah dianiaya dengan 
cara ditampar oleh korban dimuka umum. Selanjutnya bahwa sejak 
terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya, 
maka sejak saat itu telah melahirkan dan menumbuhkan perasaan 
sakit hati yang sangat mendalam dalam jiwanya, yang 
mengakibatkan perasaan atau jiwanya menjadi tidak tenang dan 
akhirnya timbul niatnya untuk melakukan pembalasan. Selanjutnya 
bahwa sebelum dirinya melakusanakan niatnya untuk melakukan 
penganiayaan terhadap korban, dirinya telah berusaha 
mengendalikan nafsunya agar niat jahat yang selalu 
menghantuinya tersebut tidak terlaksana, karena terpidana 
menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan 
akan berakibat fatal pada dirinya yaitu akan menjalani hukuman 
penjara. Bahwa setelah mantan terpidana memikirkan dan 
menimbulkan niatnya secara berulang kali, ternyata dirinya tidak 
sanggup menyelesaikan permasalahannya karena semakin dirinya 
memikirkan dan menimbang untung ruginya jika melakukan 
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pembalasan, perasaan dendam dalam jiwa semakin berkecamuk 
dan menghantui dirinya, sehingga pada suatu kesempatan pada 
saat korban sementara dalam perjalanan pulang dari kebun menuju 
rumahnya, mantan terpidana menghadang korban ditengah 
perjalanan selanjutnya menganiaya korban dengan cara menikam 
tubuh korban secara berulang-ulang dengan menggunakan sebilah 
badik. Selanjutnya bahwa setelah mantan terpidana melakukan 
aksi balas dendam terhadap korban pada saat itu mantan terpidana 
merasakan bahwa ganjalan yang sebelumnya telah terasa berat 
dalam jiwanya seakan terlepas dengan sendiri. 
       Dari fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat 
kesadaran hukum dari orang-orang yang terlibat dalam 
permasalahan tersebut sangat relatif rendah dalam pengertian 
bahwa taraf pemahamannya terhadap ketentuan-ketentuan hukum 
dan norma-norma yang berlaku masih relatif yang sangat rendah. 
2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan 
Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pinrang (tanggal 20 
Mei 2015) Akp.Yoyok Dwi Purnomo telah menerangkan bahwa 
faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan tingginya jumlah 
tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pinrang khususnya tindak 
pidana penganiayaan berat, disebabkan oleh berbagai faktor yang 
saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. 
Adapun faktor-faktor yang dimaksud tersebut antara lain faktor 
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sosial ekonomi, kesadaran hukum, wilayah atau letak geografis 
serta faktor penegakan hukum. 
Sehubungan dengan faktor kesadaran hukum, Kepala Satuan 
Reserse dan Kriminal Polres Pinrang menjelaskan sebagai berikut : 
“Sehubungan dengan pelaksanaan tugas kepolisian khususnya 
dalam bidang penyidikan perkara tindak pidana yang 
dilaksanakan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu pada Satuan 
Reskrim Polres Pinrang, dihadapkan pada berbagai persoalan 
yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan 
tugas penyidikan, baik yang bersifat intern maupun ekstern. 
Hambatan intern dimaksud yaitu minimnya sarana dan 
prasarana yang tersedia sebagai alat pendukung dalam 
pelaksanaan tugas, masih rendahnya sumber daya manusia 
yang dimiliki oleh masing-masing personil, kurangnya jumlah 
personil dibandingkan dengan jumlah penduduk dan lain 
sebagainya sedangkan hambatan ekstern yang sangat 
mempengaruhi proses penyidikan adalah tingkat kesadaran 
hukum dari masyarakat yang relatif rendah. Lebih lanjut beliau 
menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya setiap 
anggota Polri bertuas serta berkewajiban untuk menciptakan 
situasi kamtibmas yang kondusif, dengan jalan melindungi, 
mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya 
serta melakukan proses penegakan hukum berdasarkan 
prosedur yang berlaku. Selanjutnya bahwa terlepas dari tugas-
tugas pokok Polri diatas yang menjadi hambatan utama dalam 
pelaksanaannya karena dukungan serta partisipasi dari 
masyarakat masih sangat rendah, sehingga setiap upaya yang 
telah dilakukan belum menampakkan hasil yang maksimal 
sebagaimana yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, 
dalam mengantisipasi persoalan krusial tersebut sangat 
diharapkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat 
Kabupaten Pinrang guna melakukan upaya pencegahan diri, 
seperti dengan jalan masing-masing individu menjadi polisi 
dalam mengamankan diri pribadinya, orang lain, lingkungannya 
dan harta bendanya. Selanjutnya bahwa sangat diharapkan 
agar setiap individu dapat mematuhi serta mentaati ketentuan 
peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta 
norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat”. 
 
3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tersangka dalam 
perkara tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pada 
Rumah Tahanan Negara Polres, pada tanggal 20 Mei 2015 
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menunjukkan bahwa taraf pengetahuan dan pemahaman hukum 
dari para tersangka relatif rendah. Di mana bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 10 orang, 3 responden yang menyatakan 
bahwa mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya 7 
responden yang menyatakan bahwa mengetahui namun tidak 
memahaminya dan 1 responden yang menyatakan tidak 
mengetahui sama sekali. 
4. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pola perilaku remaja 
atau pemuda Kabupaten Pinrang sebagai suatu gejala sosial, 
dimana bahwa dalam berperilaku sering melanggar dan atau 
melalaikan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang 
berlaku, telah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum dalam 
arti tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang dimiliki oleh 
para remaja tersebut masih relatif rendah. Dengan adanya pola-
pola perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, narkoba, 
perkelahian kelompok/tawuran, membolos pada saat jam belajar 
dan lain sebagainya sebagaimana yang sering dipraktekkan oleh 
para remaja di dalam kehidupan sehari-hari akan membawa 
dampak negatif yaitu akan mengakibatkan suatu kecenderungan 
atau peluang terhadap terjadinya tindak kekerasan secara umum 
dan perkara tindak pidana penganiayaan berat pada khususnya. 
B.3 Faktor Lingkungan 
       Faktor lingkungan suatu daerah sebagai faktor pendukung memiliki 
pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana. Pengaruh dimaksud  dalam 
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hal ini adalah terbukanya peluang atau kesempatan bagi seseorang 
dan/atau sekelompok orang untuk melakukan tindak pidana. 
       Berdasarkan dari uraian di atas, peluang dalam hal terjadinya tindak 
pidana penganiayaan berat, Kabupaten Pinrang memiliki tingkat 
kerawanan yang cukup menonjol jika dibandingkan dengan Kabupaten 
lainnya dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan 
karena faktor lingkungan Kabupaten Pinrang mempunyai aspek yang 
memiliki keterkaitan yang sangat erat serta saling mendukung satu sama 
lain.  
       Adapun aspek-aspek dimaksud yaitu sebagai berikut : 
1.  Aspek geografis 
Ditinjau dari letak geografis wilayah Kabupaten Pinrang, terletak pada 
posisi strategis, dengan batas wilayah : 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pare-Pare 
c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan 
Sidenreng Rappang 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polaweli Mamasa dan 
Selat Makassar 
       Selanjutnya bahwa wilayah Kabupaten Pinrang merupakan daerah 
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah yaitu 






























2. Aspek demografi 
       Ditinjau dari aspek demografi, Kabupaten Pinrang sampai pada 
periode Desember 2014, memiliki jumlah penduduk sebanyak 351.118 
jiwa. 
3. Aspek struktur daerah 
       Ditinjau dari struktur daerah wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas 
daerah dataran rendah, daerah pesisir pantai dan daerah dataran 
tinggi/pegunungan. 
       Sehubungan dari ketiga aspek tersebut di atas, dalam hubungan 
dengan pengaruh penyebab terhadap terjadinya tindak pidana 
penganiayaan pemberatan di Kabupaten Pinrang yaitu bahwa ditinjau dari 
aspek geografis Kabupaten Pinrang yang memiliki letak strategis, 
menyebabkan daerah ini menjadi suatu daerah transit, pariwisata, industri 
dan perekonomian. Dengan keadaan wilayah sebagaimana dimaksud 
tersebut, secara otomatis akan terbentuk suatu lingkungan masyarakat 
majemuk sehingga dalam hubungan bermasyarakat atau interaksi sosial 
akan saling mempengaruhi pada ciri pribadi masing-masing individu. 
Dalam kaitannya dengan hal diatas, apabila individu-individu dalam 
berinteraksi terjadi perbedaan persepsi terhadap sesuatu masalah dan 
dalam memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut para individu 
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tidak dapat mengendalikan diri maka akan menimbulkan kontradiksi sosial 
yang mengarah pada perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya 
menyebabkan terjadinya tindak kekerasan khususnya tindak pidana 
penganiayaan berat. 
       Selanjutnya bahwa dari aspek luas wilayah dihubungkan dengan 
aspek demografis, menyebabkan pemerataan penduduk tidak berimbang 
dimana keramaian penduduk berpusat pada daerah perkotaan. Dengan 
adanya hal tersebut dalam hubungan dengan peluang terjadinya tindak 
pidana menjadi suatu kerawanan tersendiri, karena jangkauan dalam 
rangka melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya aparat 
kepolisian selaku pengayom, pembimbing, pelindung dan penegak 
hukum, tidak dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada setiap 
wilayah kecamatan. 
       Demikian pula halnya jika terjadi suatu tindak pidana, akan menjadi 
hambatan bagi aparat kepolisian dalam melakukan penanganan pertama 
pada tempat kejadian perkara, yang disebabkan oleh letak wilayah yang 
strategis sehingga memudahkan bagi para pelaku untuk melarikan diri 
setelah melakukan tindak pidana. Selain itu dengan luasnya wilayah 
menyebabkan pemukiman penduduk terpencar dan jarak antara rumah 
saling berjauhan sehingga menimbulkan kerawanan (Police Hazard) yang 
akan memberikan peluang dan kesempatan terjadinya suatu kejahatan 
serta jika telah terjadi kejahatan maka akan sulit terdeteksi. 
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       Ditinjau dari aspek struktur wilayah Kabupaten Pinrang, telah 
mempengaruhi terhadap pembentukan karakteristik masyarakat dan 
menyebabkan daerah Kabupaten Pinrang menjadi tempat persembunyian 
dan/atau pelarian dari para pelaku pidana. 
       Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingginya 
jumlah perkara tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pinrang 
tahun 2010 – 2014, tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan. 
 
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Berat di 
Kabupaten Pinrang 
       Tindak pidana penganiayaan berat sebagai salah satu bentuk 
kejahatan kekerasan adalah merupakan suatu gejala sosial yang bersifat 
abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam 
kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya 
manusia untuk menghapuskannya adalah suatu hal mustahil karena 
kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks 
khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan 
kebutuhan hidupnya yang tidak pernah sempurna serta kepentingan dari 
tiap-tiap individu yang berbeda-beda. 
       Walaupun demikian, kewajiban bagi setiap manusia untuk senantiasa 
berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan dengan tujuan tindak kejahatan yang terjadi dapat 
diminimalisir serendah mungkin baik dari segi kualitas maupun dari segi 
kuantitasnya, dalam rangka menciptakan suatu keadaan tertib hukum 
dalam masyarakat. 
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       Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan terhadap terjadinya tindak kejahatan khususnya perkara 
tindak pidana penganiayaan berat yang telah dilaksanakan oleh aparat 
penegak hukum di Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
a. Tindak preventif 
       Tindak preventif adalah suatu usaha pencegahan dan 
penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membina, mendorong, 
mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan 
perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta 
berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan 
keamanan bagi diri dan lingkungannya dalam bentuk sistim keamanan 
swakarsa (Mabes Polri, 1994: 2). 
       Soerjono Soekanto (1983: 216) mengemukakan bahwa : 
       Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik 
penjahat menjadi orang baik kembali. Lebih lanjut beliau menjelaskan 
bahwa kata “lebih baik” dimaksudkan tidak lain dari lebih mudah, lebih 
murah dalam mencapai tujuan melakukan pencegahan daripada 
menempuh tindakan represif. 
 
      Dalam hubungannya dengan uraian di atas, berdasarkan hasil 
wawancara Penulis dengan Kepala  Satuan Reserse Kriminal Polres 
Pinrang AKP Yoyok Dwi Purnomo tanggal 20 Mei 2015, menerangkan 
bahwa: 
Upaya pencegahan dan penanggulangan dalam bentuk tindak 
preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Pinrang dalam 
rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan 
kekerasan khususnya terhadap perkara tindak pidana penganiayaan 
berat di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut : 
 
69 
1. Melakukan tindak preventif Yustisiil yaitu suatu usaha dan kegiatan 
yang dititik beratkan kepada peningkatan kesadaran dan ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku dengan cara melakukan : 
a. Pola penerangan hukum baik secara lisan maupun tulisan, 
seperti ceramah di Masjid, pengadaan perpustakaan di tingkat 
Polsek. 
b. Pola penyuluhan hukum secara rutin dan berkala yang 
dilaksanakan oleh babinkamtibmas, yang biasanya dilakukan di 
Masjid, di sekolah-sekolah, Balai Desa, dan tempat-tempat 
umum lainnya. 
2. Melakukan tindak preventif Bestuotlijk yaitu usaha dan kegiatan 
yang dititik beratkan kepada pengorganisasian dan pemberdayaan 
lembaga masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, dengan cara seperti : 
a. Pembentukan sistem keamanan swakarsa (Pamswakarsa) 
pada setiap kecamatan, desa dan lingkungan. 
b. Pembentukan kepanduan kepramukaan Saka Bhayangkara 
mulai dari tingkat kabupaten sampai pada tingkat kecamatan 
dan desa. 
c. Penambahan jumlah personil Polri, jumlah Polsek dan pos-pos 
polisi pada daerah rawan kriminal. 
d. Pendekatan terhadap tokoh/pemuka agama, pemuda dan 
pemuka masyarakat lainnya. 
3. Melakukan tindakan preventif edukatif yaitu usaha dan kegiatan 
yang dititikberatkan kepada peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman bagi setiap personil Polri pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya, terhadap tugas-tugas pokok 
kepolisian serta tugas dan tanggung jawab sebagai kewajiban 
bagi setiap individu dalam masyarakat dalam rangka menciptakan 
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara seperti 
melakukan pelatihan secara rutin dan berkala terhadap personil 
Polri, anggota Pamswakarsa, anggota kepramukaan, anggota 
satuan pengamanan, organisasi kemasyarakatan, organisasi 
kepemudaan serta keuatan-kekuatan sosial lainnya yang terdapat 
di dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Pinrang. 
4. Melakukan tindakan preventif sosial yaitu usaha dan kegiatan yang 
dititikberatkan kepada pencegahan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan terhadap norma-norma sosial, dengan melakukan 
pengawasan, pemantauan, pembinaan serta pendataan terhadap 
hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas (Police 
Hazard) seperti : 
a. Pengawasan, pemantauan, pendataan tempat-tempat hiburan, 
cafe-cafe, pelabuhan, terminal, pasar-pasar, hotel-hotel, wisma, 
penginapan dan perusahaan. 
b. Pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap orang 
asing, premanisme, kelompok remaja/gang, organisasi 
keagamaan, organisasi pemuda, pramuria, wanita pekerja seks 
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komersial (PSK), gelandangan pengemis (gepeng), perusahaan 
yang mempekerjakan anak dibawah umur dan lain sebagainya.  
 
b. Tindakan represif 
Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan 
penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan 
atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana 
berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 
Adapun tujuan dari penindakan adalah membina membimbing sehingga 
tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulang perbuatan yang sama 
dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum serta norma-norma yang berlaku (Mabes Polri, 1994: 3). 
Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya 
kejahatan khususnya perkara tindak pidana penganiayaan berat di 
Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
a) Pola-pola penindakan yang dilaksanakan oleh aparat Kepolsian 
Resort Pinrang (Hasil Wawancara dengan Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Polres Pinrang Kepala  Satuan Reserse 
Kriminal Polres Pinrang AKP. Yoyok Dwi Purnomo tanggal 20 
Mei 2015) terhadap tersangka antara lain, seperti: 
1) Pola penindakan represif-persuasif yaitu melakukan 
pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan, khususnya 
terhadap masyarakat yang disinyalir terlibat dalam 
melakukan suatu tindak pidana atau peristiwa pidana, 
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pendekatan terhadap perkumpulan/kelompok-kelompok 
pemuda, serta mantan narapidana. 
2) Pola penindakan represif-prefentatif yaitu melakukan 
tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara 
pidana yang terjadi yang meliputi tindakan penangkapan, 
penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, 
pengiriman berkas perkara, tersangka dan barang bukti 
kepada Jaksa Penuntut Umum. 
3) Pola penindakan represif-reperesentatif yaitu melakukan 
tindakan upaya paksa dengan mempergunakan kekerasan 
seperti tindakan melumpuhkan bagi tersangka yang 
melakukan perlawanan apabila sudah mencapai tingkat 
membahayakan bagi keselamatan jiwa petugas dan 
masyarakat. 
b) Pola penindakan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksaan Negeri Pinrang dengan berdasarkan pada data 
dakwaan dan penuntutan terhadap para terdakwa dalam perkara 
tindak pidana penganiayaan berat, yaitu dalam melakukan 
penuntutan terhadap perkara yang didakwakan terhadap para 
terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Jaksa 
Penuntut Umum dalam tuntutannya menerapkan tuntutan 




BAB  V 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan analisa dalam uraian permasalahan diatas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat 
di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor 
ekonomi, faktor kesadaran hukum dan faktor lingkungan, dimana 
faktor dimaksud memiliki keterkaitan yang mempengaruhi satu sama 
lainnya; 
2. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan 
berat di Kabupaten Pinrang, yaitu dilakukan dengan melalui tindakan 
preventif dan tindak refresif. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal 
yaitu : 
1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap 
terjadinya perkara tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten 
Pinrang diharapkan peran aktif dari segenap lapisan masyarakat 
sebagai wujud manifestasi pengabdian terhadap bangsa dan 
negara; 
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2. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah perkara tindak pidana 
penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Pinrang diharapkan 
agar pihak yang berkompeten khususnya aparat penegak hukum 
dapat menciptakan pola-pola baru dalam melakukan upaya 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya terhadap 
kejahatan kekerasan atau paling tidak mengembalikan dan atau 
mengedepankan pola pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
yang menunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan daripada pola 
pencegahan dan penanggulangan yang mengedepankan nilai-nilai 
perorangan atau individu; 
3. Aparat penegak hukum melakukan sosialisasi guna meningkatkan 
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